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budgeting. Data were analyzed using content analysis and thematic synthesis to identify the
relationship between the budget preparation process, performance-based budgeting, and work
program effectiveness. The findings indicate that budget preparation based on the principles of
performance-based budgeting and value for money supports the achievement of organizational
objectives through more effective, efficient, transparent, and accountable resource allocation.
Strengthening coordination, improving the competence of government personnel, optimizing the
use of information technology, and conducting continuous evaluation are essential factors in
enhancing the quality of budget preparation and the effectiveness of work programs.
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Akbstrak
Penyusunan anggaran merupakan instrumen strategis dalam mendukung efektivitas pelaksanaan
program kerja pada organisasi sektor publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses
penyusunan anggaran dalam mendukung efektivitas program kerja pada Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Jawa Barat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode
studi literatur (library research) melalui analisis terhadap buku, artikel ilmiah, regulasi, dan
dokumen resmi yang berkaitan dengan penganggaran sektor publik. Data dianalisis menggunakan
teknik analisis isi dan sintesis tematik untuk mengidentifikasi keterkaitan antara proses penyusunan
anggaran, penganggaran berbasis kinerja, dan efektivitas program kerja. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa penyusunan anggaran yang mengacu pada prinsip performance based
budgeting dan value for money mampu mendukung pencapaian sasaran organisasi melalui alokasi
sumber daya yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Optimalisasi koordinasi,
peningkatan kompetensi aparatur, serta pemanfaatan teknologi informasi dan evaluasi
berkelanjutan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas penyusunan anggaran dan
efektivitas program kerja.

Kata Kunci: Efektivitas Program Kerja, Penganggaran Berbasis Kinerja, Penyusunan Anggaran;
Value For Money; Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
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PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan modern pada tingkat global semakin menempatkan kualitas
penyusunan anggaran sebagai instrumen strategis dalam memastikan organisasi sektor publik mampu
menghasilkan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) sekaligus mempertahankan akuntabilitas
fiskal di tengah meningkatnya kompleksitas tuntutan pelayanan publik (Lukito et al., 2024). Anggaran
tidak lagi dipahami sebatas dokumen administratif yang mencatat alokasi penerimaan dan pengeluaran,
melainkan sebagai mekanisme manajerial yang menghubungkan sasaran strategis organisasi dengan
implementasi program kerja secara terukur melalui pendekatan penganggaran berbasis kinerja
(Mardiasmo, 2018). Perkembangan paradigma tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas organisasi
pemerintah sangat dipengaruhi oleh kemampuan menyusun anggaran yang adaptif terhadap perubahan
lingkungan, efisien dalam pemanfaatan sumber daya, serta akuntabel dalam mempertanggungjawabkan
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hasil pelaksanaan program (Mulyono & Hertianti, 2019). Berbagai negara, termasuk Indonesia, terus
melakukan reformasi pengelolaan keuangan publik dengan mengintegrasikan prinsip value for money
ke dalam siklus perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi sehingga setiap alokasi
anggaran memiliki hubungan yang jelas dengan target kinerja organisasi (Dhamara & Fauzi, 2023).
Reformasi tersebut juga mendorong setiap kementerian dan lembaga untuk memperkuat kualitas proses
perencanaan agar penyusunan anggaran mampu menjadi instrumen pengendalian sekaligus peningkatan
efektivitas program kerja. Dalam konteks tersebut, kualitas penyusunan anggaran menjadi fondasi
utama bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang mampu menjawab tuntutan efisiensi, transparansi,
serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kualitas penyusunan anggaran memiliki
hubungan yang erat dengan peningkatan efektivitas pelaksanaan program serta pencapaian kinerja
organisasi sektor publik (Kalauw, 2018). Penelitian mengenai implementasi penganggaran berbasis
kinerja memperlihatkan bahwa keselarasan antara perencanaan, indikator kinerja, dan alokasi anggaran
mampu meningkatkan akuntabilitas sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan publik, meskipun
efektivitas implementasinya masih dipengaruhi kapasitas organisasi (Lukito et al., 2024). Studi lain
menegaskan bahwa efektivitas penyusunan rencana kerja dan anggaran berkontribusi terhadap
peningkatan pencapaian target organisasi ketika proses perencanaan dilakukan secara partisipatif dan
berbasis kebutuhan riil unit kerja (Maturbongs et al., 2025). Temuan empiris juga menunjukkan bahwa
efektivitas pengelolaan keuangan dan kualitas koordinasi antarsatuan kerja berperan penting dalam
mendukung keberhasilan pelaksanaan program pemerintah (Andoi et al., 2025). Kajian mengenai
pengendalian komunikasi dalam proses perencanaan memperlihatkan bahwa integrasi informasi
antarunit menjadi faktor yang menentukan ketepatan penyusunan program dan anggaran (Buluamang,
2023). Penelitian lain memperlihatkan bahwa karakteristik anggaran, partisipasi penyusunan anggaran,
transparansi, dan akuntabilitas merupakan faktor yang saling berinteraksi dalam memengaruhi kualitas
kinerja anggaran organisasi pemerintah (Achmad et al., 2020).

Meskipun literatur mengenai penganggaran sektor publik berkembang secara signifikan, hasil-
hasil penelitian tersebut masih menunjukkan inkonsistensi baik dari sisi fokus kajian maupun konteks
empiris yang digunakan. Sebagian besar penelitian lebih menitikberatkan pada hubungan antara
anggaran dan kinerja organisasi secara umum tanpa menguraikan bagaimana proses penyusunan
anggaran memengaruhi efektivitas implementasi program kerja pada instansi vertikal pemerintah yang
memiliki kompleksitas tugas lintas fungsi (Rosliyati & Rahayu, 2018). Penelitian mengenai efektivitas
penyerapan anggaran juga lebih banyak berorientasi pada capaian realisasi anggaran dibandingkan
mengevaluasi kualitas proses penyusunannya sebagai faktor penyebab keberhasilan program (Sani et
al., 2023). Kajian mengenai efektivitas realisasi dan serapan anggaran umumnya menempatkan
indikator keuangan sebagai ukuran utama sehingga hubungan antara kualitas penyusunan anggaran dan
efektivitas pelaksanaan program belum dijelaskan secara komprehensif (Trisnawati et al., 2016).
Beberapa penelitian terbaru masih berfokus pada pemerintah daerah atau organisasi tertentu sehingga
karakteristik kementerian/lembaga yang memiliki mekanisme penganggaran lebih kompleks belum
memperoleh perhatian yang memadai (Pujiastuti & Nasution, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan
masih adanya celah konseptual dan empiris mengenai bagaimana penyusunan anggaran mampu
menjadi mekanisme yang mendukung efektivitas program kerja dalam organisasi pemerintah yang
memiliki tanggung jawab pelayanan publik yang luas.

Urgensi penelitian ini semakin menguat ketika instansi pemerintah dihadapkan pada dinamika
perubahan kebijakan nasional, penyesuaian pagu anggaran, peningkatan tuntutan akuntabilitas publik,
serta kebutuhan untuk mempertahankan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Jawa Barat sebagai salah satu instansi vertikal pemerintah memiliki ruang lingkup
tugas yang mencakup pelayanan administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, pemasyarakatan, dan
keimigrasian sehingga membutuhkan proses penyusunan anggaran yang mampu mengintegrasikan
berbagai prioritas program secara efektif. Penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa efektivitas
perencanaan anggaran pada instansi vertikal pemerintah sangat dipengaruhi oleh kualitas sinkronisasi
antara kebutuhan organisasi dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan (bin Tahir Achmad, 2024).
Kajian mengenai pengelolaan anggaran pada lembaga pemasyarakatan juga mengindikasikan bahwa
ketepatan penyusunan anggaran menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan operasional
dan pencapaian target pelayanan publik (Cholidah & Sofa, 2025). Evaluasi terhadap proses penyusunan
anggaran pada organisasi sektor publik memperlihatkan bahwa kualitas koordinasi, validitas kebutuhan
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anggaran, serta mekanisme evaluasi berkelanjutan menjadi determinan penting dalam meningkatkan
efektivitas implementasi program (Agustin et al., 2026). Permasalahan tersebut menegaskan bahwa
analisis penyusunan anggaran tidak hanya memiliki nilai praktis bagi pengelolaan organisasi, tetapi
juga memberikan implikasi ilmiah dalam memperkuat pemahaman mengenai hubungan antara proses
perencanaan keuangan dan efektivitas program kerja.

Posisi penelitian ini berada pada irisan kajian manajemen sektor publik, akuntansi sektor publik,
dan sistem pengendalian manajemen dengan menempatkan proses penyusunan anggaran sebagai
variabel strategis yang mendukung efektivitas pelaksanaan program kerja pada instansi vertikal
pemerintah. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada realisasi
anggaran, penyerapan anggaran, atau pengaruh karakteristik anggaran terhadap kinerja, penelitian ini
mengarahkan perhatian pada proses penyusunan anggaran sebagai mekanisme yang membentuk
efektivitas implementasi program secara menyeluruh (Novandita et al., 2025). Pendekatan tersebut juga
mempertimbangkan bahwa kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, serta budaya
organisasi merupakan faktor pendukung yang memengaruhi keberhasilan implementasi sistem
penganggaran sektor publik (Silfiani et al., 2021). Penelitian mengenai efektivitas perencanaan
anggaran pada organisasi pemerintah menunjukkan pentingnya mengevaluasi keterkaitan antara
tahapan penyusunan anggaran dengan keberhasilan pelaksanaan program, bukan hanya mengukur
tingkat penyerapan anggaran (Toji et al., 2026). Kajian literatur terbaru juga menegaskan bahwa
penyusunan anggaran memiliki fungsi strategis sebagai bagian dari sistem pengendalian manajemen
yang menentukan kualitas kinerja organisasi sektor publik (Zalsabillah et al., 2026). Ruang analisis
tersebut memberikan peluang untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai
efektivitas penyusunan anggaran dalam konteks organisasi pemerintah yang memiliki karakteristik
kelembagaan kompleks.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyusunan anggaran dalam mendukung
efektivitas program kerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat melalui kajian yang
berfokus pada keterkaitan antara proses perencanaan, pengalokasian sumber daya, dan implementasi
program organisasi. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung
maupun menghambat efektivitas penyusunan anggaran sehingga dapat dirumuskan rekomendasi yang
relevan bagi peningkatan kualitas tata kelola keuangan publik. Dari sisi teoretis, penelitian ini
diharapkan memperluas pengembangan literatur mengenai penganggaran berbasis kinerja dengan
menempatkan proses penyusunan anggaran sebagai mekanisme strategis yang memengaruhi efektivitas
pelaksanaan program kerja pada instansi vertikal pemerintah. Dari sisi metodologis, penelitian ini
menawarkan analisis yang mengintegrasikan proses penyusunan anggaran dengan evaluasi efektivitas
program kerja sehingga mampu memberikan perspektif yang lebih komprehensif dibandingkan
pendekatan yang hanya berorientasi pada penyerapan atau realisasi anggaran. Hasil penelitian
diharapkan menjadi dasar penguatan praktik perencanaan dan penganggaran yang lebih adaptif,
akuntabel, serta berorientasi pada pencapaian kinerja organisasi secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian non-empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif
dengan metode studi literatur (library research) untuk mengkaji secara konseptual proses penyusunan
anggaran dalam mendukung efektivitas program kerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa
Barat. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada sintesis kritis terhadap teori, regulasi, dan
hasil penelitian terdahulu tanpa melakukan pengumpulan data lapangan maupun pengujian hipotesis
statistik, sehingga memungkinkan diperolehnya pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan
antara perencanaan, penyusunan anggaran, dan pencapaian kinerja organisasi sektor publik
(Mardiasmo, 2018). Proses pemilihan literatur dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan
prinsip relevansi topik, kredibilitas sumber, serta keterbaruan publikasi, yang meliputi buku referensi,
artikel ilmiah nasional dan internasional bereputasi, dokumen resmi pemerintah, peraturan perundang-
undangan, serta pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA),
dan penganggaran berbasis kinerja yang berkaitan dengan tata kelola keuangan sektor publik (Lukito et
al., 2024). Literatur yang terpilih selanjutnya dikelompokkan berdasarkan tema utama, yaitu
penyusunan anggaran, efektivitas program kerja, penganggaran berbasis kinerja, prinsip value for
money, sistem pengendalian manajemen, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara sehingga



Scripta Economica: Journal of Economics, Management, and Accounting
Vol 2 No 1 July 2026

mampu membangun kerangka analisis yang utuh mengenai mekanisme penyusunan anggaran dalam
organisasi pemerintah (Zalsabillah et al., 2026).

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan analisis isi yang dipadukan dengan teknik
sintesis tematik untuk mengidentifikasi pola hubungan, persamaan, perbedaan, serta perkembangan
konsep dalam berbagai literatur yang telah diseleksi. Tahapan analisis meliputi reduksi data melalui
proses identifikasi informasi yang relevan, penyajian data berdasarkan pengelompokan tema
konseptual, serta interpretasi secara kritis terhadap keterkaitan antara kualitas penyusunan anggaran dan
efektivitas pelaksanaan program kerja pada instansi pemerintah (Mulyono & Hertianti, 2019). Validitas
analisis diperkuat melalui triangulasi sumber pustaka dengan membandingkan temuan dari berbagai
penelitian empiris, regulasi pemerintah, dan referensi teoritis sehingga interpretasi yang dihasilkan
memiliki tingkat konsistensi dan objektivitas yang lebih tinggi (Achmad et al., 2020). Pendekatan
interpretatif digunakan untuk menjelaskan bagaimana mekanisme penyusunan anggaran berbasis
kinerja, koordinasi antarsatuan kerja, serta penerapan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan
akuntabilitas membentuk efektivitas program kerja pada organisasi sektor publik, sekaligus
merumuskan implikasi konseptual yang dapat menjadi dasar pengembangan penelitian maupun praktik
pengelolaan anggaran di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia (Dhamara & Fauzi,
2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Proses Penyusunan Anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat

Proses penyusunan anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat,
berdasarkan hasil sintesis berbagai literatur, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus
manajemen sektor publik yang mengintegrasikan perencanaan strategis, pengalokasian sumber daya,
dan pengendalian kinerja organisasi. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa anggaran tidak hanya
diposisikan sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai alat untuk menerjemahkan sasaran
strategis kementerian ke dalam program dan kegiatan yang dapat diimplementasikan secara terukur
sesuai prinsip performance based budgeting (Mardiasmo, 2018). Literatur juga memperlihatkan bahwa
kualitas penyusunan anggaran dipengaruhi oleh tingkat konsistensi antara dokumen perencanaan jangka
menengah, rencana kerja tahunan, serta dokumen penganggaran sehingga setiap kegiatan memiliki
dasar perencanaan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan (Lukito et al., 2024). Pada konteks
tersebut, efektivitas program kerja lebih mudah dicapai apabila proses penyusunan anggaran mampu
menjaga kesinambungan antara sasaran strategis organisasi dengan kebutuhan operasional setiap unit
kerja. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa kualitas proses perencanaan menjadi determinan awal
yang membentuk keberhasilan implementasi program pada instansi pemerintah.

Tahapan penyusunan anggaran diawali dengan proses sinkronisasi antara arah kebijakan
nasional dan sasaran strategis organisasi, kemudian diterjemahkan ke dalam Rencana Strategis
(Renstra), Rencana Kerja (Renja), hingga Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Setiap dokumen
memiliki fungsi yang berbeda, namun membentuk satu kesatuan yang memastikan bahwa alokasi
anggaran tetap berorientasi pada pencapaian target kinerja organisasi, bukan sekadar memenuhi
kebutuhan belanja rutin (Mulyono & Hertianti, 2019). Kajian oleh Maturbongs et al. (2025)
menunjukkan bahwa keterpaduan antara Renja dan RKA meningkatkan konsistensi pelaksanaan
program karena setiap usulan kegiatan telah disertai indikator keluaran (output) dan hasil (outcome)
yang terukur. Hubungan antardokumen tersebut juga memperkuat mekanisme evaluasi karena capaian
program dapat dibandingkan secara langsung dengan target yang telah dirumuskan pada tahap
perencanaan. Karakteristik ini menunjukkan bahwa kualitas penyusunan anggaran tidak ditentukan oleh
besarnya alokasi dana, melainkan oleh kemampuan menghubungkan setiap komponen perencanaan
menjadi satu kerangka implementasi yang saling mendukung.

Sintesis literatur memperlihatkan bahwa proses penyusunan anggaran dalam organisasi
pemerintah berlangsung melalui beberapa tahapan yang bersifat sistematis, mulai dari identifikasi
kebutuhan, penyusunan program, penetapan indikator kinerja, pembahasan anggaran, hingga penetapan
pagu definitif. Hubungan antartahapan tersebut dapat diringkas sebagaimana disajikan pada Tabel 1.
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Tabel 1. Sintesis Tahapan Penyusunan Anggaran pada Organisasi Pemerintah

Tahapan Dokumen Utama Fokus Utama Hasil yang Diharapkan
Perencanaan Strategis RPJMN dan Renstra Penetapan sasaran strategis Prioritas pembangunan
Perencanaan Tahunan Renja Penyusunan program dan Target kinerja tahunan

kegiatan
Penyusunan RKA Perhitungan ~ kebutuhan Alokasi anggaran
Anggaran anggaran berbasis kinerja
Penetapan Anggaran  DIPA Pelaksanaan program Dasar pelaksanaan
kegiatan

Keberadaan tahapan yang saling terintegrasi tersebut memperlihatkan bahwa setiap perubahan
pada satu dokumen akan memengaruhi proses penganggaran berikutnya sehingga koordinasi
antarfungsi menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Analisis ini sejalan dengan temuan bin Tahir
Achmad (2024) yang menjelaskan bahwa efektivitas perencanaan anggaran pada instansi vertikal
sangat dipengaruhi oleh konsistensi antara dokumen perencanaan dan implementasi program
pelayanan. Literatur lain juga menegaskan bahwa kualitas pengelolaan keuangan meningkat ketika
proses penyusunan anggaran dilakukan melalui tahapan yang sistematis, terdokumentasi, dan selaras
dengan indikator kinerja organisasi (Andoi et al., 2025).

Kajian konseptual juga menunjukkan bahwa penyusunan anggaran tidak hanya bergantung pada
prosedur administratif, tetapi sangat dipengaruhi oleh kualitas koordinasi antarsatuan kerja. Setiap unit
organisasi memiliki karakteristik kebutuhan, target pelayanan, serta prioritas program yang berbeda
sehingga proses konsolidasi usulan anggaran menjadi tahap penting dalam menghasilkan alokasi
sumber daya yang proporsional. Buluamang (2023) menjelaskan bahwa komunikasi organisasi yang
efektif mampu mengurangi terjadinya tumpang tindih program sekaligus meningkatkan kualitas
pengambilan keputusan pada tahap perencanaan anggaran. Pandangan tersebut diperkuat oleh Achmad
et al. (2020) yang menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyusunan
anggaran berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kinerja anggaran organisasi sektor publik.
Keterlibatan berbagai unit kerja dalam proses penyusunan anggaran juga memperkuat legitimasi
keputusan pengalokasian sumber daya karena setiap kebutuhan program telah melalui proses
pembahasan yang bersifat kolaboratif.

Analisis terhadap berbagai penelitian memperlihatkan bahwa pendekatan penganggaran berbasis
kinerja menggeser orientasi penyusunan anggaran dari pendekatan berbasis input menuju pendekatan
berbasis hasil. Setiap usulan anggaran dituntut memiliki hubungan logis dengan target keluaran,
manfaat, dan indikator keberhasilan sehingga efektivitas penggunaan anggaran dapat dievaluasi secara
objektif (Dhamara & Fauzi, 2023). Kajian oleh Kalauw (2018) menunjukkan bahwa kualitas
penyusunan anggaran berbasis kinerja memiliki pengaruh terhadap efektivitas pengendalian anggaran
dan peningkatan kinerja organisasi sektor publik. Perspektif tersebut memperlihatkan bahwa
penyusunan anggaran bukan sekadar proses menentukan besaran biaya, melainkan mekanisme untuk
memastikan setiap sumber daya yang dialokasikan mampu menghasilkan nilai tambah bagi organisasi
dan masyarakat. Karakteristik tersebut relevan dengan tuntutan reformasi birokrasi yang menempatkan
akuntabilitas hasil sebagai indikator utama keberhasilan pengelolaan keuangan negara.

Hasil sintesis literatur mengindikasikan bahwa proses penyusunan anggaran pada Kantor
Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat dapat dipahami sebagai sistem yang menghubungkan dimensi
perencanaan strategis, koordinasi organisasi, pengendalian manajerial, dan pencapaian kinerja dalam
satu siklus pengelolaan keuangan publik. Literatur yang dianalisis menunjukkan bahwa efektivitas
penyusunan anggaran akan meningkat ketika didukung oleh keselarasan dokumen perencanaan,
koordinasi antarsatuan kerja, indikator kinerja yang terukur, serta penerapan prinsip akuntabilitas dalam
setiap tahapan penganggaran (Zalsabillah et al., 2026). Kerangka konseptual tersebut memberikan
landasan bahwa keberhasilan pelaksanaan program kerja pada instansi pemerintah lebih banyak
ditentukan oleh kualitas proses penyusunan anggaran dibandingkan besarnya sumber daya yang
tersedia. Posisi ini memperkuat argumentasi bahwa penyusunan anggaran merupakan instrumen
manajerial yang berfungsi mengintegrasikan kebijakan, perencanaan, dan implementasi program secara
berkelanjutan dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.
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Peran Penyusunan Anggaran dalam Mendukung Efektivitas Program Kerja

Penyusunan anggaran memiliki posisi strategis dalam mendukung efektivitas program kerja
karena menjadi instrumen yang menghubungkan sasaran organisasi dengan pelaksanaan kegiatan
operasional secara sistematis. Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa efektivitas program tidak
hanya dipengaruhi oleh besarnya anggaran yang tersedia, tetapi lebih ditentukan oleh ketepatan proses
perencanaan, penetapan prioritas, dan kesesuaian alokasi sumber daya terhadap kebutuhan organisasi
(Rosliyati & Rahayu, 2018). Perspektif ini menempatkan anggaran sebagai mekanisme pengelolaan
sumber daya yang memungkinkan organisasi pemerintah mengarahkan berbagai program menuju
pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Organisasi yang mampu menyusun anggaran secara
rasional cenderung memiliki kemampuan lebih baik dalam mengendalikan pelaksanaan program
sekaligus menjaga kesinambungan pelayanan publik. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa
kualitas penyusunan anggaran menjadi salah satu prasyarat bagi terciptanya efektivitas organisasi sektor
publik yang berorientasi pada hasil.

Dalam perspektif manajemen sektor publik, fungsi utama anggaran tidak hanya terbatas sebagai
alat alokasi dana, tetapi juga sebagai instrumen perencanaan, koordinasi, pengendalian, dan evaluasi
kinerja organisasi. Setiap program yang dirumuskan dalam dokumen anggaran harus disusun
berdasarkan prioritas strategis sehingga pelaksanaan kegiatan memiliki arah yang jelas serta dapat
diukur tingkat keberhasilannya. Kajian oleh Novandita et al. (2025) menjelaskan bahwa sistem
pertanggungjawaban yang terintegrasi dengan mekanisme penganggaran mampu memperkuat
efektivitas pengendalian manajemen serta meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Pendekatan
tersebut memperlihatkan bahwa fungsi anggaran berkembang menjadi bagian dari sistem manajemen
organisasi yang menghubungkan proses perencanaan dengan evaluasi hasil pelaksanaan program.
Kondisi tersebut semakin mempertegas bahwa efektivitas program kerja merupakan konsekuensi logis
dari proses penyusunan anggaran yang dilakukan secara sistematis dan berbasis indikator kinerja.

Analisis berbagai literatur juga memperlihatkan bahwa fungsi anggaran dalam organisasi
pemerintah dapat dipetakan ke dalam beberapa dimensi utama yang saling berkaitan. Sintesis tersebut
disajikan pada Tabel 2 sebagai bentuk penyederhanaan terhadap berbagai konsep yang berkembang
dalam kajian manajemen sektor publik.

Tabel 2. Fungsi Penyusunan Anggaran dalam Mendukung Efektivitas Program Kerja

Fungsi Peran dalam Organisasi Dampak terhadap Efektivitas Program
Anggaran
Perencanaan ~ Menentukan prioritas program Program sesuai sasaran strategis
Koordinasi Menyelaraskan kebutuhan antarunit ~ Mengurangi tumpang tindih kegiatan
Pengendalian Mengawasi realisasi anggaran Penggunaan dana lebih efisien
Evaluasi Mengukur capaian kinerja Perbaikan program pada periode berikutnya

Tabel tersebut menunjukkan bahwa efektivitas program kerja merupakan hasil dari keterpaduan
berbagai fungsi anggaran, bukan hanya ditentukan oleh aspek pembiayaan semata. Kajian oleh Toji et
al. (2026) memperlihatkan bahwa perencanaan anggaran yang terintegrasi dengan sistem evaluasi
kinerja mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan program pada organisasi pemerintah. Temuan
tersebut juga memperkuat pandangan bahwa anggaran memiliki fungsi strategis sebagai instrumen
pengendalian manajerial yang menjaga konsistensi antara target dan realisasi kegiatan.

Literatur mengenai penganggaran berbasis kinerja menunjukkan bahwa efektivitas program
sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi menghubungkan alokasi anggaran dengan indikator
output dan outcome. Pendekatan ini menempatkan setiap rupiah anggaran sebagai investasi publik yang
harus menghasilkan manfaat terukur bagi masyarakat, sehingga orientasi penyusunan anggaran
bergeser dari sekadar pemenuhan kebutuhan administrasi menuju pencapaian nilai kinerja organisasi
(Mulyono & Hertianti, 2019). Kajian oleh Pujiastuti dan Nasution (2024) memperlihatkan bahwa
efektivitas serta efisiensi pelaksanaan kegiatan meningkat ketika alokasi anggaran didasarkan pada
kebutuhan riil program dan didukung oleh mekanisme evaluasi yang berkelanjutan. Perspektif tersebut
memperlihatkan bahwa penyusunan anggaran berbasis kinerja tidak hanya meningkatkan kualitas
penggunaan sumber daya, tetapi juga memperkuat akuntabilitas organisasi dalam memberikan
pelayanan publik. Hubungan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi program
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bergantung pada kemampuan organisasi membangun keterkaitan yang konsisten antara tujuan,
indikator kinerja, dan struktur pembiayaan.

Pendekatan value for money juga menjadi landasan penting dalam menjelaskan hubungan antara
penyusunan anggaran dan efektivitas program kerja. Prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektivitas
mendorong organisasi pemerintah untuk memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran menghasilkan
manfaat yang sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan (Mardiasmo, 2018). Analisis oleh Sani
et al. (2023) menunjukkan bahwa efektivitas penyerapan anggaran tidak hanya ditentukan oleh
tingginya realisasi belanja, tetapi juga oleh kualitas proses perencanaan yang mendasari alokasi
anggaran tersebut. Kajian lain yang dilakukan Cholidah dan Sofa (2025) memperlihatkan bahwa
pengelolaan anggaran operasional yang berbasis kebutuhan mampu menjaga kesinambungan pelayanan
sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya pada organisasi pemerintah. Pandangan
tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas program kerja akan sulit dicapai apabila penyusunan
anggaran tidak memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan organisasi, kapasitas fiskal, dan
manfaat yang dihasilkan.

Hasil sintesis literatur memperlihatkan bahwa penyusunan anggaran merupakan instrumen
strategis yang mengintegrasikan fungsi perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan peningkatan kinerja
organisasi dalam satu siklus pengelolaan keuangan publik. Literatur juga menunjukkan bahwa
efektivitas program kerja tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas dokumen anggaran, tetapi juga oleh
kemampuan organisasi menerjemahkan dokumen tersebut menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan yang
adaptif terhadap perubahan lingkungan kebijakan (Agustin et al., 2026). Kualitas penyusunan anggaran
pada akhirnya menjadi fondasi bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang mampu menghasilkan
pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Perspektif tersebut memberikan dasar
konseptual bahwa peningkatan efektivitas program kerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Jawa Barat memerlukan proses penyusunan anggaran yang tidak hanya memenuhi ketentuan
administratif, tetapi juga mampu membangun keterkaitan yang kuat antara tujuan strategis,
pengalokasian sumber daya, dan pencapaian kinerja organisasi.

Faktor Pendukung dan Kendala Penyusunan Anggaran

Kualitas penyusunan anggaran pada organisasi sektor publik dipengaruhi oleh kombinasi faktor
internal dan eksternal yang membentuk kemampuan organisasi dalam menghasilkan dokumen
perencanaan yang realistis, adaptif, dan berorientasi pada kinerja. Hasil sintesis literatur menunjukkan
bahwa keberhasilan proses penyusunan anggaran tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap
regulasi, tetapi juga oleh kapasitas organisasi dalam mengintegrasikan kebutuhan setiap unit kerja ke
dalam kerangka perencanaan yang selaras dengan sasaran strategis. Faktor-faktor tersebut saling
berinteraksi sehingga perubahan pada salah satu komponen dapat memengaruhi kualitas keseluruhan
proses penganggaran. Perspektif ini memperlihatkan bahwa efektivitas penyusunan anggaran
merupakan hasil dari keseimbangan antara aspek kelembagaan, sumber daya manusia, tata kelola, dan
lingkungan kebijakan. Analisis tersebut sejalan dengan pandangan Silfiani et al. (2021) yang
menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan budaya organisasi
merupakan elemen yang memperkuat pengelolaan keuangan sektor publik.

Salah satu faktor pendukung utama dalam penyusunan anggaran adalah keberadaan regulasi dan
pedoman teknis yang memberikan arah terhadap proses perencanaan dan pengalokasian anggaran.
Regulasi yang jelas menciptakan standar penyusunan dokumen perencanaan sehingga setiap unit kerja
memiliki acuan yang sama dalam merumuskan kebutuhan program, indikator kinerja, serta estimasi
pembiayaan. Kajian oleh Achmad et al. (2020) menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan
partisipasi dalam proses penyusunan anggaran berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kinerja
anggaran karena setiap keputusan pengalokasian sumber daya dapat dipertanggungjawabkan secara
administratif maupun substantif. Literatur lain juga memperlihatkan bahwa evaluasi terhadap proses
penyusunan anggaran secara berkala membantu organisasi mengidentifikasi kelemahan prosedural
sehingga kualitas perencanaan dapat terus ditingkatkan (Agustin et al., 2026). Keberadaan regulasi yang
didukung oleh mekanisme evaluasi memberikan ruang bagi organisasi untuk menjaga konsistensi antara
kebijakan, pelaksanaan program, dan pencapaian sasaran strategis.

Analisis berbagai penelitian memperlihatkan bahwa faktor pendukung dan kendala penyusunan
anggaran dapat dipetakan berdasarkan karakteristik organisasi, sumber daya, dan dinamika lingkungan
kebijakan. Ringkasan hasil sintesis tersebut disajikan pada Tabel 3.
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Tabel 3. Faktor Pendukung dan Kendala Penyusunan Anggaran pada Organisasi Sektor Publik

Aspek Faktor Pendukung Kendala yang Dihadapi
Regulasi Pedoman penganggaran yang jelas  Perubahan kebijakan pemerintah
Sumber Daya Manusia ~ Kompetensi perencana anggaran Keterbatasan kapasitas aparatur
Data Dan Informasi Basis data yang akurat Ketidaklengkapan data pendukung
Koordinasi Sinergi antarunit kerja Komunikasi yang kurang efektif
Fiskal Perencanaan sesuai pagu Keterbatasan alokasi anggaran

Tabel tersebut menunjukkan bahwa faktor pendukung dan kendala memiliki hubungan yang
bersifat dinamis sehingga organisasi perlu mengelola keduanya secara seimbang agar kualitas
penyusunan anggaran tetap terjaga. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Andoi et al. (2025) yang
menegaskan bahwa efektivitas strategi pengelolaan keuangan sangat dipengaruhi oleh kemampuan
organisasi dalam mengoptimalkan faktor pendukung sekaligus meminimalkan berbagai hambatan yang
muncul selama proses penyusunan program kerja.

Dari perspektif internal organisasi, kompetensi sumber daya manusia menjadi faktor yang sangat
menentukan kualitas dokumen anggaran. Penyusunan anggaran membutuhkan kemampuan analitis
dalam mengidentifikasi kebutuhan riil organisasi, menetapkan prioritas program, serta menyusun
estimasi pembiayaan yang sesuai dengan standar biaya dan kemampuan fiskal yang tersedia. Kajian
oleh Kalauw (2018) menunjukkan bahwa kualitas penyusunan anggaran berbasis kinerja memiliki
hubungan dengan efektivitas pengendalian anggaran karena aparatur yang memahami konsep
penganggaran berbasis hasil mampu menghasilkan dokumen perencanaan yang lebih akurat. Penelitian
Maturbongs et al. (2025) juga menjelaskan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh terhadap kualitas
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran melalui kemampuan menyelaraskan indikator kinerja dengan
kebutuhan pendanaan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa investasi pada peningkatan kapasitas
aparatur menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem penganggaran organisasi pemerintah.

Di sisi lain, berbagai literatur menunjukkan bahwa perubahan kebijakan pemerintah,
penyesuaian pagu anggaran, serta dinamika prioritas pembangunan merupakan kendala yang sering
memengaruhi proses penyusunan anggaran. Perubahan tersebut mengharuskan organisasi melakukan
penyesuaian terhadap rencana kegiatan yang telah disusun sehingga diperlukan fleksibilitas dalam
proses perencanaan tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Kajian oleh Buluamang (2023)
menjelaskan bahwa komunikasi yang kurang efektif antarunit dapat memperlambat proses penyesuaian
kebijakan karena informasi tidak tersampaikan secara utuh selama tahapan penyusunan anggaran.
Penelitian bin Tahir Achmad (2024) juga menunjukkan bahwa perubahan lingkungan kebijakan
menuntut organisasi memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi agar efektivitas perencanaan anggaran
tetap terjaga. Hambatan lain muncul ketika keterbatasan pagu anggaran menyebabkan organisasi harus
melakukan penentuan skala prioritas sehingga tidak seluruh kebutuhan program dapat diakomodasi
pada satu periode anggaran.

Sintesis literatur memperlihatkan bahwa peningkatan kualitas penyusunan anggaran
memerlukan pendekatan yang mengintegrasikan penguatan regulasi, peningkatan kompetensi aparatur,
pemanfaatan data yang akurat, serta pengembangan koordinasi antarsatuan kerja dalam satu kerangka
tata kelola yang adaptif. Kajian oleh Trisnawati et al. (2016) menunjukkan bahwa efektivitas realisasi
dan penyerapan anggaran sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan yang dilakukan sejak tahap
awal penyusunan program. Penelitian Zalsabillah et al. (2026) juga menempatkan penyusunan anggaran
sebagai bagian dari sistem pengendalian manajemen yang berfungsi menjaga kesinambungan antara
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja organisasi. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa
optimalisasi penyusunan anggaran tidak hanya diarahkan pada pemenuhan aspek administratif, tetapi
juga pada penguatan kapasitas organisasi dalam menghasilkan keputusan pengalokasian sumber daya
yang lebih responsif terhadap perubahan lingkungan strategis. Kerangka konseptual tersebut
memberikan dasar bahwa peningkatan efektivitas program kerja di Kantor Wilayah Kementerian
Hukum Jawa Barat memerlukan proses penyusunan anggaran yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis
pada kualitas informasi serta tata kelola yang baik.
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Strategi Optimalisasi Penyusunan Anggaran untuk Meningkatkan Efektivitas Program Kerja

Optimalisasi penyusunan anggaran menjadi kebutuhan strategis bagi organisasi sektor publik
karena kompleksitas pelayanan pemerintah terus berkembang seiring meningkatnya tuntutan
akuntabilitas, efisiensi, dan kualitas layanan kepada masyarakat. Hasil sintesis literatur menunjukkan
bahwa peningkatan efektivitas program kerja tidak dapat dicapai hanya melalui penambahan alokasi
anggaran, melainkan memerlukan penyempurnaan proses perencanaan, pengelolaan informasi, serta
penguatan kapasitas kelembagaan. Pendekatan tersebut menempatkan penyusunan anggaran sebagai
proses yang bersifat dinamis sehingga mampu menyesuaikan perubahan kebijakan, perkembangan
kebutuhan organisasi, dan tuntutan pelayanan publik. Strategi optimalisasi juga harus memperhatikan
keterkaitan antara proses penyusunan anggaran dengan sistem pengendalian manajemen agar setiap
keputusan pengalokasian sumber daya memberikan nilai tambah terhadap pencapaian sasaran
organisasi. Perspektif ini memperlihatkan bahwa kualitas tata kelola anggaran menjadi faktor utama
dalam menjaga keberlanjutan kinerja organisasi pemerintah.

Salah satu strategi yang paling banyak direkomendasikan dalam berbagai penelitian adalah
peningkatan kompetensi aparatur yang terlibat dalam proses perencanaan dan penyusunan anggaran.
Kompetensi tersebut tidak hanya mencakup pemahaman terhadap regulasi pengelolaan keuangan
negara, tetapi juga kemampuan menyusun indikator kinerja, melakukan analisis kebutuhan anggaran,
serta memanfaatkan sistem informasi penganggaran secara optimal. Kajian oleh Silfiani et al. (2021)
menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan
penguatan komitmen organisasi berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan
sektor publik. Temuan tersebut didukung oleh Cholidah dan Sofa (2025) yang menjelaskan bahwa
kemampuan aparatur dalam memahami mekanisme penyusunan anggaran berpengaruh terhadap
efektivitas pengelolaan anggaran operasional pada instansi pemerintah. Pengembangan kapasitas
aparatur menjadi investasi organisasi yang mampu meningkatkan kualitas dokumen anggaran sekaligus
mengurangi potensi kesalahan dalam proses perencanaan.

Berbagai literatur juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai
instrumen pendukung optimalisasi penyusunan anggaran. Integrasi sistem informasi memungkinkan
organisasi memperoleh data yang lebih akurat, mempercepat proses koordinasi, serta meningkatkan
transparansi dalam setiap tahapan penyusunan anggaran. Ringkasan strategi optimalisasi berdasarkan
hasil sintesis literatur disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Strategi Optimalisasi Penyusunan Anggaran dalam Mendukung Efektivitas Program
Kerja

Strategi

Bentuk Implementasi

Dampak yang Diharapkan

Peningkatan Kompetensi
SDM
Digitalisasi Penganggaran

Pelatihan dan bimbingan teknis

Pemanfaatan sistem informasi

Kualitas dokumen anggaran
meningkat
Efisiensi dan akurasi proses

terintegrasi

Penguatan Koordinasi Forum sinkronisasi antarunit Konsistensi perencanaan
kerja program

Monitoring dan Evaluasi Evaluasi  berkala terhadap Perbaikan berkelanjutan
pelaksanaan anggaran

Penguatan Basis Data Integrasi data kinerja dan Ketepatan pengambilan
keuangan keputusan

Tabel tersebut menunjukkan bahwa strategi optimalisasi tidak berdiri sendiri, tetapi saling
melengkapi dalam membangun sistem penganggaran yang lebih efektif dan adaptif. Kajian oleh Toji et
al. (2026) memperlihatkan bahwa peningkatan kualitas perencanaan anggaran memerlukan dukungan
sistem informasi, koordinasi organisasi, dan evaluasi yang dilakukan secara berkesinambungan agar
proses pengambilan keputusan menjadi lebih tepat.

Optimalisasi penyusunan anggaran juga memerlukan penguatan mekanisme koordinasi
antarsatuan kerja sejak tahap awal perencanaan. Proses koordinasi memungkinkan setiap unit
menyampaikan kebutuhan program berdasarkan prioritas strategis organisasi sehingga alokasi sumber
daya dapat dilakukan secara lebih proporsional dan mengurangi potensi tumpang tindih kegiatan.



Scripta Economica: Journal of Economics, Management, and Accounting
Vol 2 No 1 July 2026

Penelitian oleh Buluamang (2023) menunjukkan bahwa komunikasi organisasi yang efektif menjadi
faktor penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan program dan anggaran karena mendukung
proses pertukaran informasi secara cepat dan akurat. Kajian Andoi et al. (2025) juga menegaskan bahwa
strategi pengelolaan keuangan yang didukung koordinasi antarfungsi menghasilkan pelaksanaan
program yang lebih efektif dibandingkan pendekatan yang bersifat parsial. Penguatan koordinasi pada
akhirnya tidak hanya memperbaiki kualitas penyusunan anggaran, tetapi juga memperkuat integrasi
antara tujuan organisasi dengan kebutuhan operasional setiap unit kerja.

Aspek lain yang memiliki peran penting adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara
berkelanjutan terhadap implementasi anggaran. Evaluasi tidak hanya diarahkan pada tingkat realisasi
anggaran, tetapi juga pada pencapaian indikator kinerja, efektivitas pelaksanaan program, serta
kesesuaian antara hasil yang diperoleh dengan tujuan yang telah direncanakan. Kajian oleh Pujiastuti
dan Nasution (2024) menunjukkan bahwa evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan
kegiatan memberikan informasi yang diperlukan untuk menyempurnakan proses penyusunan anggaran
pada periode berikutnya. Penelitian Sani et al. (2023) juga menjelaskan bahwa kualitas penyerapan
anggaran dipengaruhi oleh proses monitoring yang mampu mendeteksi penyimpangan maupun
hambatan pelaksanaan secara lebih dini. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa evaluasi berfungsi
sebagai mekanisme feedback yang memperkuat proses pembelajaran organisasi dalam pengelolaan
keuangan publik.

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa optimalisasi penyusunan anggaran pada Kantor
Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat perlu dibangun melalui integrasi antara penguatan
kompetensi aparatur, digitalisasi sistem penganggaran, peningkatan kualitas koordinasi, serta
pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan. Strategi tersebut memperkuat
implementasi penganggaran berbasis kinerja karena setiap keputusan pengalokasian anggaran
didasarkan pada kebutuhan program, indikator kinerja, dan informasi yang dapat
dipertanggungjawabkan (Lukito et al., 2024). Pandangan Mardiasmo (2018) mengenai pengelolaan
keuangan sektor publik juga menempatkan efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan akuntabilitas sebagai
prinsip yang harus terintegrasi dalam seluruh siklus penganggaran. Kajian Mulyono dan Hertianti
(2019) memperlihatkan bahwa penerapan penganggaran berbasis kinerja berkontribusi terhadap
terwujudnya good financial governance melalui peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, dan
evaluasi kinerja organisasi. Kerangka konseptual tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan
penyusunan anggaran tidak hanya diukur dari ketepatan administrasi, tetapi dari kemampuannya
menghasilkan program kerja yang efektif, adaptif, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan
kualitas pelayanan publik di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa penyusunan anggaran merupakan instrumen
strategis yang menentukan efektivitas pelaksanaan program kerja pada Kantor Wilayah Kementerian
Hukum Jawa Barat. Kualitas penyusunan anggaran ditentukan oleh keterpaduan antara dokumen
perencanaan, penetapan indikator kinerja, pengalokasian sumber daya, serta penerapan prinsip efisiensi,
efektivitas, ekonomis, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan penganggaran. Penyusunan
anggaran yang dilakukan secara sistematis mampu memperkuat keterkaitan antara sasaran strategis
organisasi dengan implementasi program sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi lebih terarah dan
terukur. Hasil kajian juga menunjukkan bahwa efektivitas program kerja dipengaruhi oleh kualitas
koordinasi antarunit, kompetensi aparatur, ketersediaan data yang akurat, serta kemampuan organisasi
dalam menyesuaikan proses penganggaran terhadap perubahan kebijakan dan dinamika kebutuhan
pelayanan publik. Berbagai tantangan, seperti perubahan pagu anggaran, penyesuaian prioritas
program, dan keterbatasan sumber daya, menuntut organisasi memiliki mekanisme perencanaan yang
adaptif dan berorientasi pada hasil. Posisi penyusunan anggaran dalam organisasi pemerintah tidak lagi
terbatas sebagai instrumen administratif, melainkan menjadi bagian dari sistem manajemen yang
mendukung pencapaian kinerja dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Peningkatan kualitas penyusunan anggaran memerlukan penguatan koordinasi antarsatuan kerja,
peningkatan kompetensi aparatur, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan data
pendukung dalam proses perencanaan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala juga
diperlukan agar pelaksanaan program dan penggunaan anggaran dapat dievaluasi secara berkelanjutan
sebagai dasar penyempurnaan pada periode berikutnya. Integrasi antara proses perencanaan,
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penyusunan anggaran, pelaksanaan program, dan evaluasi kinerja diharapkan mampu menghasilkan
pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan responsif terhadap perubahan lingkungan strategis.
Penguatan sistem penganggaran berbasis kinerja juga perlu terus dikembangkan agar setiap alokasi
anggaran memberikan manfaat yang optimal bagi pencapaian tujuan organisasi. Penerapan strategi
tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas program kerja sekaligus memperkuat kualitas
pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi
konseptual bagi pengembangan kebijakan dan penelitian selanjutnya mengenai pengelolaan anggaran
pada instansi pemerintah, khususnya dalam konteks peningkatan efektivitas program kerja dan tata
kelola keuangan sektor publik.
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